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DEFINISI KOMUNIKASI POLITIK1  
Oleh: Kamaruddin Hasan2 

 

Secara sederhana, komunikasi politik (political communication) 
adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-
aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan 
kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu 
terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru.  

Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara 
”yang memerintah” dan ”yang diperintah”. Mengkomunikasikan 
politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan 
oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, 
dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi 
Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih 
dari istilah belaka.   

Dalam praktiknya, komunikasi politik sangat kental dalam 
kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu 
pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah 
terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai 
penilaian dan analisis orang awam berkomentar sosal kenaikan 
BBM, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab, 
sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses 
komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR.·  

Gabriel Almond (1960): komunikasi politik adalah salah satu 
fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. “All of the 
functions performed in the political system, political socialization and 
recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule 
application, and rule adjudication,are performed by means of 
communication.”   

Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan 
yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini 
berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di 
dalam setiap fungsi sistem politik.  

                                                           
1 Diambil dari berbagai sumber 
2 Dosen prodi ilmu komunikasi Fisip Unimal 
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Process by which a nation’s leadership, media, and citizenry exchange 
and confer meaning upon messages that relate to the conduct of public 
policy. (Perloff).   Communication (activity) considered political by 
virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human 
conduct under the condition of conflict (Dan Nimmo).  

Kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik 
berdasarkan konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang 
mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik. Cakupan: 
komunikator (politisi, profesional, aktivis), pesan, persuasi, media, 
khalayak, dan akibat.  

Communicatory activity considered political by virtue of its 
consequences, actual, and potential, that it has for the funcioning of 
political systems (Fagen, 1966). Political communication refers to any 
exchange of symbols or messages that to a significant extent have been 
shaped by or have consequences for the political system (Meadow, 
1980).  

Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, 
yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat 
dan mengaturnya sedemikian rupa –“penggabungan kepentingan” 
(interest aggregation” dan “perumusan kepentingan” (interest 
articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy. (Miriam 
Budiardjo). 

Jack Plano dkk. Kamus Analisa Politik: penyebaran aksi, makna, 
atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, 
melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, 
dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan 
wewenang lembaga-lembaga khusus, seperti media massa, badan 
informasi pemerintah, atau parpol. Namun demikian, komunikasi 
politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari 
lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen. 

Wikipedia: Political communication is a field of communications that 
is concerned with politics. Communication often influences political 
decisions and vice versa. The field of political communication concern 2 
main areas: Election campaigns - Political communications deals with 
campaigning for elections.  Political communications is one of the 
Government operations. This role is usually fullfiled by the Ministry of 
Communications and or Information Technology.  

Mochtar Pabotinggi (1993): dalam praktek proses komunikasi 
politik sering mengalami empat distorsi.   
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1. Distorsi bahasa sebagai “topeng”; ada euphemism 
(penghalusan kata); bahasa yang menampilkan sesuatu lain 
dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi 
sebenarnya, bisa disebut seperti diungkakan Ben Anderson 
(1966), “bahasa topeng”. 

2. Distorsi bahasa sebagai “proyek lupa”; lupa sebagai sesuatu 
yang dimanipulasikan; lupa dapat diciptakan dan 
direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan atas 
puluhan bahkan ratusan juta orang.” 

3. Distorsi bahasa sebagai “representasi”; terjadi bila kita 
melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Contoh: 
gambaran buruk kaum Muslimin dan orang Arab oleh 
media Barat.  

4. Distorsi bahasa sebagai “ideologi”. Ada dua perspektif yang 
cenderung menyebarkan distoris ideologi. Pertama, 
perspektif yang mengidentikkan kegiatan politik sebagai hak 
istimewa sekelompok orang --monopoli politik kelompok 
tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan 
tujuan tertinggi suatu sistem politik. Mereka yang menganut 
perspektif ini hanya menitikberatkan pada tujuan tertinggi 
sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang 
sesungguhnya dikehendaki rakyat.  

Komunikasi Politik sebagai Kajian Ilmu Politik dan Ilmu 
Komunikasi. Sebagai suatu bidang kajian, studi komunikasi politik 
mencakup dua disiplin dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu ilmu politik 
dan ilmu komunikasi. Dalam ilmu politik, istilah komunikasi 
politik mulai banyak disebut-sebut bermula dari tulisan Gabriel 
Almond yang berjudul The Politics of the Development Areas pada 
tahun 1960. Almond berpendapat bahwa komunikasi politik adalah 
salah satu fungsi yang selalu ada dalam dalam setiap sistem politik. 
Menurutnya, komunikasi politik bukanlah fungsi yang berdiri 
sendiri, akan tetapi merupakan proses penyampaian pesan yang 
terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Dalam hal 
ini, Easton (dalam System Analysis of Political Life, 1965) memberi 
batasan sistem politik pada berbagai hal yang berkaitan dengan 
pembuatan dan pelaksanaan keputusan otoritatif.  

Berbeda dengan ilmuwan politik yang lebih membahas komunikasi 
politik berkenaan dengan sistem politiknya, yaitu proses 
pembuatan dan pelaksanaan keputusan otoritatif. Ilmuwan 
komunikasi membahas komunikasi politik berkenaan dengan 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=2302511825658810526&postID=2209134246998566123
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=2302511825658810526&postID=2209134246998566123
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unsur-unsur komunikasinya sebagai upaya merumuskan suatu 
komunikasi politik yang efektif (bandingkan dengan Maswadi 
Rauf, 1993).  

Walaupun istilah komunikasi politik mulai populer pada tahun 
1960, namun studi –studi tentang komunikasi yang memuat pesan-
pesan politik telah ada semenjak lama. Misal: Studi propaganda 
pada perang dunia yang dilakukan Harold Lasswell pada tahun 
1927; Studi tentang tingkah laku pemilih yang dilakukan Lazarfeld, 
Berelson dan Gaudet pada tahun 1940 di daerah Ohio, yang 
kemudian dipublikasikan dengan judul The People’s Choice: How the 
Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign; Studi perubahan 
attitude dalam proses komunikasi yang dilakukan Karl Hovland 
dkk, 1953, Communication and Persuasion: Psychological Studies of 
Opinion Change; dan sebagainya. Semua studi tersebut telah 
meletakan dasar–dasar yang kokoh bagi pengembangan studi 
komunikasi politik. 

Pengertian dan Definisi komunikasi politik 

Pada umumnya para teoritisi menempatkan komunikasi politik 
dari dua sisi yang terpisah yaitu komunikasi di satu sisi dan politik 
di sisi lain kemudian dipadukan dalam satu pengertian. Dalam 
kesempatan ini, kita hanya membahas pengerrtian politik dan 
komunikasi politik saja. 

    1.   Politik  

Secara etimologis, politik berasal dari kata polis yang berarti 
negara kota pada zaman Yunani kuno. Dalam 
perkembangannya terdapat beberapa pengertian tentang 
politik. Terdapat lima pandangan tentang politik: 

a. Klasik. Politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga 
negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan 
bersama. Aristotle (dalam The Politics, 1972) berpendapat 
bahwa urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama 
memiliki moral yang lebih tinggi dari pada urusan-urusan 
yang menyangkut kepentingan swasta (kelompok 
masyarakat). Manusia merupakan makluk politik dan sudah 
menjadi hakekat manusia untuk hidup dalam polis (negara 
kota). Kebaikan bersama adalah kepentingan pemerintah, 
karena lembaga pemerintah dibentuk untuk 
menyelenggarakan kebaikan bersama. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=2302511825658810526&postID=2209134246998566123
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b. Kelembagaan. Politik adalah segala hal yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah. Gerth dan 
Wright Mill (dalam Essays in Sociology, 1961) mengatakan 
bahwa Weber mencirikan negara sebagai berikut: 

1) Terdiri dari berbagai struktur yang mempunyai 
fungsi yang berbeda, seperti jabatan, lembaga, 
yang semuanya memiliki tugas yang jelas 
batasnya. 

2) Kekuasaan . Negara memiliki kewenangan yang 
sah untuk membuat putusan final dan mengikat 
seluruh warga negara. Para pejabat mempunyai 
hak untuk menegakkan putusan itu, seperti 
menjatuhkan hukuman, menanggalkan hak milik. 

3) Kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik 
hanya berlaku dalam batas-batas wilayah negara 
tersebut. 

c. Kekuasaan. William Robson (dalam Political Science, 1954) 
mendefinisikan ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan 
perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan 
mempertahankan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, 
atau menentang pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan 
diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi pihak lain 
untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak 
yang mempengaruhi. 

d. Fungsionalisme. Politik sebagai kegiatan merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan umum. Harold Laswell (dalam 
Politics, 1972) menyatakan bahwa proses politik sebagai 
masalah siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana? 

1) Medapatkan apa? …. Mendapatkan nilai-nilai 

2) Kapan? ….. Ukuran pengaruh yang digunakan untuk 
menentukan siapa akan mendapatkan nilai-nilai 
terbanyak. 

3) Bagaimana? …. Dengan cara apa seseorang 
mendapatkan nilai-nilai. 

Nilai-nilai adalah hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang 
dikejar manusia dengan derajad kedalaman upaya yang 
berbeda untuk mencapainya. Terdapat dua jenis nilai, yaitu 
a. nilai abstrak (prinsip-prinsip hidup yang dianggap baik, 
misal keadilan, kebebasan, demokrasi), dan b. nilai konkret 
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yang berupa pangan, sandang, papan, fasilitas pendidikan, 
kesehatan, komunikasi, dll. Nilai-nilai tersebut dirumuskan 
dalam dalam bentuk kebijakan umum yang dibuat dan 
dilaksanakan pemerintah. Menurut pendekatan ini, kegiatan 
mempengaruhi pemerintah dalam merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan umum berarti mempengaruhi 
pembagian dan penjatahan nilai-nilai secara otoritatif untuk 
suatu masyarakat. 

e. Konflik. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari 
dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap 
penting. Paul Conn (dalam Conflict and Decision Making, 
1971) mengatakan bahwa kegiatan untuk mempengaruhi 
proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tiada 
lain sebagai upaya untuk mendapatkan dan/atau 
mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan 
upaya tersebut sering kali terjadi perbedaan pendapat, 
perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan yang bersifat 
fisik diantara berbagai pihak yang berupaya mendapatkan 
nilai-nilai dan mereka yang berupaya mempertahankan apa 
yang selama ini telah mereka dapatkan.  

 

         Asumsi-asumsi politik : 

a. Setiap masyarakat menghadapi kelangkaan dan 
keterbatasan sumber-sumber, sehingga konflik timbul dalam 
proses penentuan distribusi. 

b. Kelompok yang dominan dalam masyarakat ikut serta 
dalam proses pendistribusian dan pengalokasian sumber-
sumber melalui keputusan politik sebagai upaya 
menegakkan pelaksanaan keputusan politik. 

c. Pemerintah mengalokasikan sumber-sumber langka pada 
beberapa kelompok dan individu, tetapi mengurangi atau 
tak mengalokasikan sumber-sumber itu kepada kepada 
kelompok dan individu yang lain. 

d. Ada tekanan terus menerus untuk mengalokasikan sumber-
sumber yang langka. 

e. Meluasnya tekanan-tekanan, maka kelompok atau individu 
yang mendapat keuntungan dari pola distribusi sumber yang 
ada berupaya keras untuk mempertahankan struktur yang 
menguntungkan. 
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f. Makin mampu penguasa meyakinkan masyarakat umum 
bahwa sistem yang ada memiliki keabsahan (legitimasi) 
maka makin mantap kedudukan penguasa dan kelompok 
yang diuntungkan dalam perjuangan mereka menghadapi 
golongan yang menghendaki perubahan. 

g. Politik merupakan “the art of the possible” , banyak 
kebijakan ideal dimaksudkan untuk memcahkan persoalan 
yang dihadapi masyarakat ternyata hanya merupakan 
pemecahan yang semu, sebab sulit dilaksanakan dalam 
kenyataan. 

h. Dalam politik tidak ada yang serba gratis. 

i. Peranan penting dimainkan manusia dalam proses politik, 
sebagai subyek politik atau menjadi obyek politik. 

Berangkat dari lima pendekatan dan asumsi-asumsi politik tersebut 
di atas dapatlah dirumuskan definisi politik yang lebih 
komprehensif, yaitu:  

“Politik adalah hal-hal yang menyangkut interaksi pemerintah dan 
masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan 
yang mengikat tentang kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal 
dalam suatu wilayah tertentu”. 

Batasan-batasan definisi politik di atas adalah sebagai berikut:  

a. Interaksi, yaitu hubungan dua arah yang saling 
mempengaruhi. 

b. Pemerintah, yaitu semua lembaga yang 
menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. 

c. Masyarakat, yaitu seluruh individu dan kelompok sosial 
(organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, 
organisasi kepemudaan, organisasi kepentingan, dll.) 
yang berinteraksi dengan pemerintah. 

d. Proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, 
yaitu kegiatan lembaga-lembaga pemerintah dan 
pejabatnya dalam membuat, melaksanakan dan 
menegakkan keputusan pemerintah. Dalam hal ini 
kelompok-kelompok masyarakat dapat mempengaruhi 
proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. 
Keputusan politik menyangkut tiga hal, yaitu: a/ 
ekstratif, penyerapan sumber-sumber material dan 
manusia dari masyarakat; b/ distributif, distribusi dan 
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alokasi sumber-sumber kepada masyarakat; c/ regulatif, 
pengaturan perilaku anggota masyarakat. 

e. Keputusan yang mengikat (otoritatif) yaitu keputusan 
yang harus ditaati oleh anggota masyarakat. David 
Easton (dalam System Analysis of Political Life, 1965) 
memberi beberapa alasan berkenaan dengan ketaatan 
anggota masyarakat, yaitu: 1) takut paksaan fisik, sanksi 
psikologis, atau takut dikucilkan masyarakat; 2) 
kepentingan diri sendiri; 3) tradisi; 4) kesetiaan; 5) 
merasa terikat dengan kewenangan yang ada, dan 6) 
kesadaran hukum. 

f. Keputusan tentang kebaikan bersama adalah keputusan 
tentang tujuan masyarakat atau tentang negara dan 
masyarakat yang dianggap paling baik oleh seluruh 
anggota masyarakat. 

g. Wilayah tertentu, yaitu berupa unit politik, seperti: 
negara; propinsi; kabupaten. 

Seperti definisi politik, definisi komunikasi politik juga terdapat 
keberagaman. Misal, Dan Nimmo mendefinisi komunikasi politik 
sebagai kegiatan komunikasi yang berdasarkan konsekuensi-
konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur 
perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Definisi ini 
menggunakan pendekatan konflik (baca: pandangan politik).  
Roelofs (dalam Sumarno & Suhandi, 1993) mendefinisikan 
komunikasi politik sebagai komunikasi yang materi pesan-pesan 
berisi politik yang mencakup masalah kekuasaan dan penempatan 
pada lembaga-lembaga kekuasaan (lembaga otoritatif). Definisi ini 
menggunakan pendekatan kekuasaan dan kelembagaan (baca: 
pandangan politik). 

Dengan demikian, kita bisa mendefinisikan komunikasi politik 
berdasarkan pandangan politik (klasik, kekuasaan, kelembagaan, 
fungsionalis, atau konflik) yang kita gunakan/yakini.  

Untuk itu saya mengusulkan definisi komunikasi politik sebagai 
berikut: proses komunikasi yang menyangkut interaksi pemerintah dan 
masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan 
yang mengikat tentang kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal 
dalam suatu wilayah tertentu. (baca juga batasan-batasan definisi 
politiknya). 

Studi komunikasi politik yang terorganisasi dapat ditandai dari 
analisa teknik propaganda Harold Lasswell (1927)—yang kini 
dikenal sebagai bapak perintis ilmu komunikasi modern—ketika 
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mengumumkan hasil penelitiannya tentang propaganda politik 
dalam The American Political Science Review. Hasil riset Laswell itu 
menjelaskan bagaimana “efek” dan “pengaruh” komunikasi massa.  

Menurutnya, sebuah tindak komunikasi bisa dianalisa dengan 
pertanyaan “siapa/ mengatakan apa/ di saluran yang mana/ 
kepada siapa/ dengan akibat (efek) apa”. Sebagai disiplin ilmu 
yang—sekalipun—interdisipliner; ilmu komunikasi, politik, 
sosiologi, psikologi, sejarah, retorika, dan lainnya, menurut Ryfe 
(2001), komunikasi politik tetap  mendapatkan tempat, karena 
adanya komitmen teoritis dan metodologis pada riset-riset awal.  

Komitmen tersebut pada gilirannya dibentuk oleh tiga disiplin 
utama, yaitu; (1) Psikologi Sosial, (2), Riset Komunikasi Massa 
dan (3) Ilmu Politik. Adapun, batasan wilayah studi komunikasi 
politik adalah; opinion, attitudes, beliefs, politics as a process dan media 
effect. Tetapi batasan ini, menurutnya bersifat fleksibel. 

Luasnya bidang kajian komunikasi politik, pada akhirnya 
memunculkan banyak defenisi. Beberapa pakar/ilmuan yang 
memaparkan defenisi komunikasi politik, diantaranya; Mc. Nair 
(2003) dalam An Introduction to Political Communication, 
mendefenisikan komunikasi politik sebagai “purposeful 
communication about politics” yang meliputi :  

1. Semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh para 
politisi dan aktor-aktor politik lainnya dengan maksud 
mencapai tujuan tertentu 

2. Komunikasi Politik ditujukan oleh aktor-aktor tersebut 
kepada non-politisi, seperti pemilih dan kolumnis surat 
kabar  

3. Komunikasi tentang aktor-aktor tersebut, dan kegiatan-
kegiatan mereka, seperti termuat dalam berita, editorial 
dan bentuk-bentuk media lainnya mengenai politik.  

Sementara Graber (2005), mendefenisikan komunikasi politik 
sebagai, “the construction, sending, receiving, and processing of messages 
that potentially have a significant direct or indirect impact on politics. Dan 
menurut Kaid (2004), sejauh ini, definisi terbaik komunikasi politik 
adalah ungkapan sederhana Chaffee (1975) bahwa komunikasi 
politik merupakan “role of communication in the political process” 
penggunaan (ilmu) komunikasi dalam proses politik.  

Swanson dan Nimmo (1990) dalam New Direction in Political 
Communication, menegaskan bahwa, maestream komunikasi politik 
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adalah studi tentang strategi penggunaan komunikasi untuk 
mempengaruhi pengetahuan publik, kepercayaan dan tindakan 
politik. Adapun fungsi komunikasi politik, menurut Gazali, adalah: 
(1) Mengurangi ketidakpastian, (2) Untuk kepentingan publik 
(prospective public policies), (3) Sebagai alat untuk memprediksi dan, 
(4) Merencanakan dan menjelaskan komunikasi stratejik.  

Seiring dengan perkembangan studi komunikasi politik, muncullah 
konsentrasi kajian yang disebut Political Marketing, yang secara 
khusus membahas bagaimana “menjual” produk politik (kebijakan, 
partai, kandidat) agar “laku” di masyarakat. Dalam 
perkembangannya kemudian, Keele, Jennifer Lees-Marshment, 
memperkenalkan apa yang disebut Comprehensive Political Marketing 
(CPM).  

Menurut Lees, CPM tidak saja menginformasikan bagaimana cara 
berkampanye, namun juga bagaimana politisi mendesain 
kebijakan-kebijakannya atau organisasi mereka supaya bisa 
diterima oleh pasar (Lees-Marshment, 2001a; 1074). Lees 
menambahkan, konsep-konsep serta teknik-teknik marketing tidak 
saja bisa digunakan sebagai panduan bagi partai untuk 
mengkomunikasikan “produk” mereka namun juga bisa memandu 
bagaimana partai menentukan apa yang akan mereka produksi dan 
bagaimana seharusnya mereka berperilaku terhadap pasar politik 
mereka.  

Comprehensive Political Marketing (CPM) sebagai satu kerangka 
teoritis memiliki prinsip-prinsip kunci (key principles) sebagai berikut 
(2001a: 1075, 2001b: 5); 

1. CPM memandang marketing politik lebih dari sekedar 
komunikasi politik. 

2. CPM mengaplikasikan pendekatan marketing ke seluruh 
perilaku organisasi politik atau partai, tidak sekedar tentang 
bagaimana mereka berkampanye atau bagaimana kampanye 
diorganisir namun juga pada bagaimana partai mendesain 
produknya. Untuk itu, analisis marketing politik dalam CPM 
melingkupi perilaku partai dari awal sampai akhir lingkaran 
pemilihan politik, bukan sebatas masa kampanye, dan juga 
meliputi berbagai aspek seperti aspek kepemimpinan partai, 
para anggota parlemen dari partai itu, keanggotaan, struktur 
organisasi, simbol-simbol partai, konstitusi partai dan 
aktifitas-aktifitas partai. 



11 

------------------------------------------------ 
Copyright©2016, Kamaruddin.unimal@gmail.com 
 

 

3. CPM menggunakan konsep-konsep marketing seperti 
orientasi produk, sales atau market, bukan hanya teknik-
teknik marketing seperti intelijensi pasar, desain produk atau 
promosinya. 

4. CPM mengintegrasikan ilmu politik dalam analisisnya dan 
konsep-konsep marketing digunakan untuk penyesuaian 
dengan pemahaman yang ada dari pembahasan tradisional 
tentang partai politik. 

5. CPM mengadaptasi teori marketing dan menyesuaikan teori-
teori itu dengan hakekat yang berbeda dari dunia politik. 
Konsep-konsep marketing tentang produk, harga, tempat dan 
promosi disesuaikan sedemikian rupa sehingga sesuai 
dengan aktifitas politik partai. 
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